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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis indikasi Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Di
Kantor Desa Empiyang Kecamatan Jangkang K abupaten Sanggau. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis
penelitian deskriptif kualitatif. Permasalahan yang dijumpai dalam penelitian ini yaitu: Kurangnyainformasi dari
pihak pemerintah”desa Empiyang, adanya pungutan liar, seringkali kantor desa tutup padachari kerja, tidak
tertibnya terhadap jadwal dan‘waktu kerja yang telah ditentukan. Adapun teori yang digunakan yaitu teori
menurut Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011: 6) dengan 6 indikator yaitu: tramsparansi, akuntabilitas,
kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban. Pada hasil fpenelitian mentinjukkan
bahwa dilihat dari aspek transparansi, akuntabilitas, kondisional;, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak
dan kewajiban sudah menunjukkan kualitas pelayanan yang baik dan efektif seperti: pelayanannya sudah bersifat
terbuka, adanya tanggungjawab dan kepastian waktu penyel esaian pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkannya,, sudah terlihat adanya kemampuan untuk=lebih tekun memahami apa yang menjadi kebutuhan
masyarakat dan‘Cepat tanggap dalam menanggapi keluhan-keluhan dalam proses pelayanan, dan bersikap adil
dan jujur. Rekomendasinya adalah para pegawai/petugasypelayanan di kantor desa Empiyang sebaiknya untuk
lebih meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelayanan yang terbuka, bertanggungjawab serta selalu
memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan.

Katarkata kunci: kualitas, Pelayanan, Kantor DesasEmpiyanggKecamatan Jangkang.

Abstr act

This study aims to identify and analyze indications of Quality Service in the Office of Rural Community
Subdistrict’ Empiyang Jangkang Sanggau. The research method used is qualitative descriptive research. The
problems encountered in this study are: Thelack of information from-the government side Empiyang village, the
extortion, often the village offiee is.closed on weekdays, no martinet to.schedules and work time has been
determined. The theory used is.the theory according to Litjan Poltak Sinambela, et al (2011: 6) with six
indicators, namely; transparency, accountability, comditionals participative, equal rights, the balance of rights and
obligations. On theresults showed that from the aspect of transparency, accountability, conditional, participative,
equal rights, the balance of rights and obligations already showing good service quality and effectively as:
ministry already is open, theresponsibility and the certainty of the completion time.of‘Service in accordance with
the provisions that have been stiptlationsmhad. seen. the abilityste=more diligently to understand what the
community needs and responsive in responding to complaints in the service process, and to be fair and honest.
The recommendation is the employee/service officer at the village office Empiyang should be to further improve
the quality of services through a service that is open, responsible and always pay attention to the aspirations of
the people who need services.

Keywords: quality, service, Empiyang Village Office, District Jangkang.
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A. PENDAHULUAN

Desa adaah
penduduknya saling mengenal hidup

wilayah  yang

bergotong-royong, adat istiadat, tata norma
dan mempunya tata cara sendiri dalam

mengatur kehidupan kemasyarakatan.

Menurut widjga (2010:4)
mengemukakan secara historis desa
merupakan  cikal-baka  terbentuknya

masyarakat politik dan pemerintah di
Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini
terbentul. Struktur. sosial ssjenis - desa,
masyarakat adat dan lain sebagainya telah
menjadi institus sosia yang mempunyai
posiss yang sangat penting. Desa
merupakan institusi yang otonom dengan
tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri
sertarelatif mandiri.
Seiring dengan berjalannya
kebijakan otonomi daerah, aparat birokrasi
pemerintahan di daerah dapat mengelola
dan menyelenggarakan. pelayanan publik
yang lebih peduli dengan _kebutuhan
masyarakat daerahnya. Terdapat; konsep
yang mendasar: daam ha mengdola
urusan yang mengatur pemerintah lokal ini
yakni adanya prakarsa sendiri berdasarkan
pada aspirasi masyarakat daerah tersebut.
Otonomi  daerah bermakna kemauan
masyarakat lokal untuk memecahkan
berbagai macam masalah masyarakat
setempat demi mencapai  kesegjahteraan

mereka. Namun pada kenyataanya
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penyelenggaraan pelayanan publik yang
dilakukan  oleh
dihadapkan pada pelayanan yang belum

pemerintah  masih

efektif dan efisien serta kualitas sumber
daya manusia yang belum memadai. Hal
ini  terlihat dari mash banyaknya
pengaduan dari masyarakat balk secara
langsung maupun tidak langsung, seperti
melalul ‘media massa yang menuntut
peningkatan kualitas pelayanan publik.

Mengingat kompleksnya aspek atau
bidang yang hendak dibangun khususnya
pada.tingkat pemerintahan Desa Empiyang
Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau,
maka salah satu aspek yangterlebih dahulu
perlu dibangun adalah meningkatkan
kemampuan aparat pemerintah desa dalam
memberi kualitas pelayanan dan tugas-
tugas administras pemerintahan sesuai
dengan standar pelayanan. Hal tersebut
sangat penting, karena pemerintah desa
Empiyang beserta aparatnya . adalah
sebagal administrator penyelenggara utama
aktivitas pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan maupun sebagai pembina
ketentraman dan ketertiban di wilayah
kekuasaannya.

Tugas pokok pemerintahan desa
Empiyang adalah menjalankan sebagian
kewenangan kecamatan Jangkang serta
melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasar
kepada peraturan yang berlaku. Dalam
kapasitasnya sebagai sebuah organisas
pemerintah dibawah Kecamatan, tujuan
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penyelenggaraan pemerintahan desa adalah
terlaksananya berbagai fungsi kelurahan
sesuai dengan kewenangannya yang
diberikan oleh kecamatan secara efektif
dan efisien, termasuk didalamnya adalah
fungss pelayanan administrasi  aparat
kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan
publik adalah salah satu isu_yang sangat
penting. Hal ini terjadi“karena disatu sis
tuntutan masyarakat terhadap, Kkualitas
pelayanan _semakin besar sementara

praktek penyelengga.ra pelayanan  tidak

mengalami  perubahan yang  berarti.
Masyarakat _ setiagp  waktu  menuntut
pelayanan publik yang berkualitas,

meskipun tuntutan tersebut sering tidak
sesual dengan harapan karena pelayanan
publik yang terjadi selama ini masih
berbelit-belit, lambat, dan memakan biaya
yang mahal. Desa Empiyang merupakan
salah satu desa di Kecamatan Jangkang
Kabupaten Sanggau yang melaksanakan
pelayanan ‘publik dibidang administras
kependudukan. Pelayanan  publik bidang
administrasi  kependudukan di  desa
Empiyang meliputi “pengurusan  surat
pengantar pembuatan Kartu Keluarga
(KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(e-KTP), dan Akta Kelahiran (AK).

Hasil pengamatan dilapangan yang
dilakukan oleh pendliti, menyebutkan
terdapat beberapa permasalahan mengenai

kualitas pelayanan kepada masyarakat
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dadam pengurusan surat  pengantar

pembuatan  dokumen  kependudukan.
Adapun masalah yang ditemuiyaitu : (1)
Kurangnya  informasi dari pihak
pemerintah desa Empiyang mengenai
syarat-syarat yang dibutuhkan  saat
melakukan pengurusan surat pengantar
pembuatan dokumen kependudukan. (2)
Adanya pungutan liar dalam pengurusan
surat  pengantar

kependudukan. (3) Seringkali kantor desa

pembuatandokumen

tutup pada hari kefja yang telah ditentukan.
(4) Tidak tertibnya pegawa pemerintah
desa terhadap jadwal dan waktu kerja‘yang
telah ditentukan sehingga™ menyebabkan
pelayanan tidak berjalan dengan baik. (5)
Belum optimalnya kualitas* pelayanan
publik bidang pengurusan surat pengantar
pembuatan dokumen kependudukan. Fokus
Penelitian: kualitas pelayanan kepada
masyarakat dalam  pengurusan ' surat
pengantar pembuatan dokumen
kependudukan di- kantor desa Empiyang
Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.
Rumusan: Masalah: Mengapa kualitas
pelayanan kepada masyarakat dalam
pengurusan__surat~“pengantar pembuatan
dokumen kependudukan di kantor desa
Empiyang K ecamatan Jangkang
Kabupaten Sanggau belum terlaksana
secara optimal? Tujuan Penelitian: untuk
mengetahui  kualitas pelayanan kepada
masyarakat dalam  pengurusan  surat
dokumen
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kependudukan di kantor desa Empiyang
K ecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pelayanan merupakan salah satu
ujung tombak dari upaya pemuasan
pelanggan dan sudah merupakan keharusan
yang wajib dioptimalkan bak oleh
individu maupun+organisasi, Karena' dari
bentuk pelayanan yang diberikan tercermin
kualitas #'individu att.au organisas ' yang
memberikan pelayanan.

Berdasarkan Undang Undang No.
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Rublik
yaitu: Pelayanan publik adalah segaa
bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan,
pembinaan,

bimbingan, penyediaan

faslitas, jasa dan lainnya yang
dilaksanakan oleh aparatur pemerintah
sebagal |« upaya pemenuhan kebutuhan
kepada "'masyarakat sesuai ketentuan
perundang-undangan yang-berlaku.

Menurut Litjan Poltak ;Sinambela,
dkk (2011: 5) pelayanan publik diartikan
“pemberian layanan (melayani) keperluan
orang atau masyarakat yang mempunyal
kepentingan pada organisasi tertentu sesuai
dengan aturan pokok dan tata cara yang
telah ditetapkan”.

Pendapat lain dari Ratminto & Atik
Septi Winarsih (2006: 4), yaitu:“Pelayanan
publik atau pelayanan umum dapat
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didefiniskan sebagai segala bentuk jasa
pelayanan, baik daam bentuk barang
publik maupun jasa publik yang pada
prinsipnya menjadi tanggung jawabdan
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di
Pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam
rangka ‘upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat maupun dalam  rangka

pel aksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan”.

Jadi dapat dismpulkan®, bahwa
pelayanan publik adalah segala bentuk:jasa
pelayanan bak dalam .bentuk barang
publik maupun jasa publik® yang pata
prinsipnya menjadi tanggungr jawab dan
dilaksanakan oleh Instans pemerintah di
Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), ‘dalam
rangka. pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pelayanan publik
harus  selalu berubah

perkembangan masyarakat, karena

mengikuti

masyarakat itu bersifat dimamis. Dalam hal
ini pemerintah.harus melakukan negosias
dan mengkolaborasi berbagai kepentingan
masyarakat. Sehingga pelayanan publik
memiliki kualitas yang sesuai dengan yang
diharapkan masyarakat. Pelayanan publik
dilaksanakan dalam suatu rangkaian
kegiatan terpadu yang bersifat sederhana,
terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan
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terjangkau.Untuk  dapat  memberikan
pelayanan yang memuaskan pengguna
jasa, penyelenggaraan pelayanan harus
memenuhi  asas-asas pelayanan. Untuk
mencapai  kepuasan itu dituntut kualitas
pelayanan publik yang profesional.

Menurut Lijan Poltak Sinambela,
dkk (2011: 6) berpendapat, secara teoritis
pelayanan publik pada dasarmya adalah
memuaskan masyarakat:” Untuk mencapai
kepuasan itu dituntut kualitas™ pelayanan
yang tercermin dari:
1. Transparansi 1

Transparansi merupakan pelayanan
yang bersifat terbuka, mudah dan dapat
diakses

membutuhkan dan disediakan secara

oleh semua pihak ‘yang
memadai=... Serta  mudah  dimengerti
pelanggan dalam hal ini masyarakat sangat
berkepentingan dengan pelayanan yang
bermutu. Pelayanan harus berorientas
pada mutu, sehingga perlu didengar dan
dilihat ‘pandangan pelanggan serta
pengalaman; mereka atas-mutu.pelayanan
yang diterimanya.
2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pelayanan
yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
Akuntabilitas dalam

penyelenggaraan pelayanan publik adalah

undangan.

suatu ukuran yang menunjukan seberapa

besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan
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pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau
normaeksternal yang ada di masyarakat.
3. Kondisional

Kondisional  yaitu  pemberian
pelayanan yang sesuai dengan kondisi
kemampuan pemberi dan penerima

pelayanan. Kemampuan aparatur
pemerintah dalam melayani masyarakat
yang sesuai-kondisi yang ada pada saat itu.
Kemampuan aparatur pemerintah dalam
menghadapi  kendala-kéndala yang terjadi
dalam pelayananiyang diberikan kepada
masyarakat. Kondisional meliputi“efisiens
dan efektivitas.
4. Partisipatif
Partisipasi merupakan suatu
pelayanan yang mendorongsperan serta
masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan
aspirasi, kebutuhan, dan

Mmasyarakat.

harapan

5. Kesamaan hak

Kesamaan- hak dalam jpelayanan
yaitu suatu  pelayanan yang tidak
melakukan diskriminasi dilihat dari aspek
apa pun khususnya suku, ras, agama,
golongan, status="sosial, dan lain-lain.
Pelayanan yang diberikan suatu instans
pemerintah  maupun suatu  organisas
kepada masyarakat tidak membeda-
bedakan status sosid dan lainnya
Kesamaan hak dapat dilihat dari keteguhan
dan ketegasan.
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6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Keseimbangan hak dan kewagjiban
dadam memberikan pelayanan dengan
mempertimbangkan aspek keadilan antara
pemberi dan penerima pelayanan publik.
Pelayanan kepada masyarakat yang
diberikan  oleh

menciptakan keseimbangan hak _dan

pemerintah  dengan

kewgjiban  petugas dan_# penerima

pelayanan. Keseimbangan hak dan

kewajiban meliputi“keadilan dan'ke ujuran.

C. KERANGKA PIKIR PENELITIAN
Haryoko (dalam
Sugiyono, 2011:60) kerangka berfikir
ddam suatu penelitian yaitu saling

M enurut

berkenaan..satu sama lain, maka perlu
dilakukan deskripsi teoritis untuk masing-
masing. Adapun kerangka pemikiran
dalamipenelitian ini yaitu sebagai berikut :

Judul:
Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Di
Kantor Desa Empiyang Kecamatan Jangkang
Kabupaten Sanggau

Masalah
Kurangnya informasi dari pihak pemerintah
desa Empiyang, adanya pungutan liar,
seringkali kantor desa tutup pada hari kerja
yang telah ditentukan, tidak tertibnya pegawai
pemerintah desa terhadap jadwal dan waktu
kerjayang telah ditentukan

l
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|

Teori:
Adapun teori yang digunakan vyaitu teori
menurut Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011:6)
dengan menggunakan 6 indikator sebagai
berikut: Transparans, Akuntabilitas,
Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak,
Keseimbangan hak dan kewajiban

Pelayanan yang
dirasakan oleh
masyarakat

Pelayanan yang
diharapkan  oleh
masyarakat

v

Out put
Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dalam
Pengurusan  Surat  Pengantar  Pembuatan
Dokumen Kependudukan Di Kantor Desa
Empiyang Kecamatan Jangkang
KabupatenSanggau

D. METODE PENELITIAN

Penelitian - ini  merupakan jenis
penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif= Menurut Moleong (2004:6),
bahwa penelitian deskriptif bertujuan
mendeskripsikans=="0objek yang diteliti
dengan mengeksplorasikan fakta dan data
yang ada sesua dengan sasaran atau
berusaha
menggambarkan situasi atau keadian

bidang tertentu serta

secara nyata. Penelitian ini dipilih karena
untuk menygjikan data secara sistematis,
faktual, dan akurat mengena fakta-fakta
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yang ada di  lapangan. Dengan
menggunakan desain penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif bertujuan
untuk menggali mengenai fakta mengenai
“Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Di Kantor Desa Empiyang Kecamatan
Jangkang Kabupaten Sanggau”.

Selanjutnya untuk memperoleh data
yang diperlukan maka langkah-langkah
yang peneliti gunakan<adalah observas,
dan dokumentasi+"Adapun_yang menjadi
subjek penelitian disini diantaranya yaitu:
Kepaa i Desa dan. Sekretaris  Desa
Empiyang Kecamatan Jangkang
Kabupaten Sanggau sebagai informan
kunci, 1 orang petugas/pegawai pelayanan
di’ kantor desa Empiyang, dan 8 orang
masyarakat. desa Empiyang pengguna jasa
pelayanan sebagal informan pendukung.
Sedangkan Objek penelitian ini adalah
Kualitas Pelayanan yang dilakukan oleh
Aparatur desa dan Pemerintah . desa
Empiyang. sebaga fungsi pelayanan
administrasi; kepada masyarakat.

Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan teknik observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Teknik
analiisis data yang digunakan adalah

Reduks Data (Data Reduction), Penyajian

Data (Data Display), Pemeriksaan
kesimpulan dan verifikasi (Conclusion
Drawing/verification). Pemeriksaan

keabsshan  data

menggunakan trianggulasi sumber.

dilakukan  dengan
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E. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Hasil pendlitian yang telah
dideskripsikan diatas memberikan
gambaran tentang Kualitas pelayanan
kepada masyarakat di  kantor desa
Empiyang K ecamatan Jangkang
Kabupaten:Sanggau khususnya, dilihat dari
beberapa indikator. yang dipakai dalam
penelitian & ini yaitu
akuntabilitas, ' kendisional,
kesamaan hak, keseimbangan hak dan

transparans,

partisipatif,

kewajiban.
Indikator pertama yaitu
transparans atau pelayanan®yang bersifat
terbuka. Hasll wawancara  dengan
masyarakat yang ada di desa Empiyang
ternyata diperoleh gambaran  bahwa
tanggapan/penilaian  mereka  terhadap
kualitas pelayanan yang diberikan' oleh
pemerintah desa atau petugas pelayanan di
kantor desa Empiyang ternyata masih
terkategori kurang baik dan memuaskan.
Oleh karenaiitu ditarik kesimpulan bahwa
kualitas pelayanan kepada masyarakat di
kantor desa Empiyang dilihat dari indikator
Transparansi masih berada pada kategori
rendah dan kurang efektif sehingga perlu
adanya pembenahan untuk menciptakan
pelayanan yang bailk dan memuaskan bagi
masyarakat.
Indikator kedua yaitu akuntabilitas
yang dipakai untuk mengukur tingkat
7
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kualitas pelayanan publik pemerintah desa
Empiyang. Dalam hal ini, pelayanan yang
bersifat akuntabilitas merupakan pelayanan
yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan hasil wawancara di
lapangan diperoleh gambaran bahwa
ternyata kebanyakan responden masyarakat
menilai  tingkat akuntabilitas= pelayanan
publik oleh pemerintah™ desa Empiyang
masih dirasakan belum terlaksana dengan
baik serta tidak adanyakepastian waktu
penyelesaian pelayanén. Berdasarkan hasi|
penglitian tersebut disimpulkan bahwa
kualitas pelayanan kepada masyarakat di
kantor desa Empiyang dilihat dari indikator
akuntabilitas adalah masih kurang bak
sehinggasperlu ditingkatkan lagi.

Indikator ketiga yang digunakan
untuk mengukur kualitas pelayanan ‘di
kantor desa Empiyang adalah kondisional,
yaitu pemberian pelayanan yang. sesuai
dengan kondisi kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan. Hasil-wawancara di
lapangan menggambarkan bahwa
pelayanan yang diberikan petugas/pegawal
berkategori cukup balk, namun dalam segi
penguasaan bidang teknologi masih kurang
baik sehingga menjadi penghambat proses
penyelesaian pelayanan. Ha demikian
disebabkan oleh latar belakang pendidikan
yang mash minim. Hasil penélitian
tersebut menunjukkan bahwa kemampuan
dadam pemberian pelayanan kepada
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masyarakat belum  sesua  dengan
kemampaun yang diharapkan dan belum
sdaras  dengan kebutuhan serta
kepentingan masyarakat setempat.

Indikator keempat yang dipakai
dadam mengukur kualitas pelayanan
kepada masyarakat adalah partisipatif yaitu
merupakan  suatu  pelayanan  yang
mendorong.peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan ‘pelayanan publik dengan
memperhatikan aspirasi;, kebutuhan, dan
harapan masyarakat.

Hasil wawancara  dilgpangan
menunjukkan masih ' banyak keluhan-
keluhan dari

pelaksanaan pelayanan di™kantor desa

masyarékat  terkait

Empiyang, hal tersebut sangatyjelas terlihat
dari waktu penyelesaian pelayanan yang
diberikan sehingga muncul rasa tidak puas
dengan pelayanan yang diharapkan; oleh
masyarakat. Ini jelas menunjukkan jbahwa
kemampuan petugas/pegawai
penyelenggara pelayanan masih kurang
baik dan tidak ada upaya untuk merespon
keluhan  dari

pengguna jasa pelayanan.

berbagai masyarakat
Indikator=kelima untuk mengukur
kualitas pelayanan kepada masyarakat di
kantor desa Empiyang adalah kesamaan
hak yaitu suatu pelayanan yang tidak
melakukan diskriminas dilihat dari aspek
apa pun khususnya suku, ras, agama,
golongan, status sosial, dan lain-lain.
Berdasarkan hasil wawancara yang
8
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disampaikan oleh beberapa masyarakat di
desa Empiyang menyebutkan bahwa
pelayanan di kantor desa Empiyang
memang tidak ada diskriminasi, namun
belum menunjukkan pelayanan yang
berkualitas baik dari segi pelaksanaan
maupun dari segi informasi yang diberikan
dan masih perlu ditingkatkan lagi. Dari
penuturan  yang
tersebut;= maka  disini

disampaikan  oleh
masyarakat
pemerintah desa Empiyang.dittntut untuk
lebih bekerja keras dalam meningkat
pelayanah yang baik dan efektif : demi
tercapainya kepuasan pelayanan.

Adapun indikator keenam yang
dipakai  untuk kualitas
pelayanan kepada masyarakat di kantor

mengukur

desa Empiyang adalah keseimbangan hak
dani kewgiban yaitu  memberikan
pelayanan dengan mempertimbangkan
aspek |, keadilan antara pemberi dan
penerima pelayanan  publik. _ Hasil
wawancara di lapangan menunjukkan
bahwa sudah cukup adil, -namun selama ini
pelayanan yang diberikan oleh;pemerintah
desa Empiyang masih belum terasa efektif
balk dalam

penyelesaiannya, serta biaya pelayanan

pelaksanaannya,  waktu

yang ditentukan. Dari beberapa penuturan
yang diungkapkan oleh warga desa
Empiyang tersebut, maka disini pemerintah
desa Empiyang dituntut untuk lebih
mengutamakan kepentingan dan kebutuhan
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masyarakat baik dalam pelaksanaan
pelayanan maupun dalam penyel esaiannya.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

a) Kesmpulan

Berdasarkan  hasil penelitian
tersebut ditarik kesimpulan bahwa Kualitas
Pelayanan Kepada.Masyarakat Di Kantor
Desa [Empiyang KeCamatan Jangkang
Kabupaten Sanggau dilihat dari indikator
transparansi, akuntabilitas, kondisional,
partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan
hak dan kewagjiban sudah terlaksana
dengan baik dan efektif, "mamun mash
perlu ditingkatkan lagi kinerja
petugas/pegawai dalam menyelenggarakan
pelayanan kepada masyarakat |agar
terciptanya pelayanan yang lebih baik lagi
dan dapat memberikan kepuasan |sesual
dengan harapan masyrakat.

b) Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang
telah penulis paparkan diatas maka pendliti
memberikan __beberapa saran mengenai
Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Di
Kantor Desa Empiyang Kecamatan
Jangkang Kabupaten Sanggau adalah
sebagai berikiut:
1. Kepala desa beserta aparaturnya harus
lebih aktif dan bertanggungjawab
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daam menjalankan tugas dan fungs
sebagai pelaksana pelayanan.

2. Mengadakan program penyuluhan
melalui kepala Dusun maupun ketua
RT masing-masing.

3. Menyelenggarakan pelayanan yang
tidak memberatkan dan menyulitkan
masyarakat.

4. Taat dan tertib terhadap jadwa dan
waktu kerja yang telah ditetapkan.
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